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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil dari peineilitian yang teilah dilakuikan, maka dipeiroleih 

keisimpuilan seibagai beirikuit: 

1. Indikator-indikator peineigakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma 

Polda Metro Jaya seibagai beirikuit: 

a. Indikator peindorong peineigakan disiplin anggota Polri di satuian keirja 

Yanma Polda Meitro Jaya, yaitui : 

1) Tuijuian dan keimampuian 

Tuijuian dan keimapuian dalam meilaksanakan tuigas dan tangguing 

jawabnya seibagai anggota Polri di satuian keirja Yanma Polda Meitro 

Jaya mampui meinyeileisaikan tuigasnya yang dieimban seisuiai deingan 

job deisk masing-masing peir su ibbag. 

2) Teiladanan pimpinan 

Keiteiladanan keipala satuian keirja Yanma Polda Meitro Jaya suidah 

meinjadi teiladan yang baik bagi anggota Polri lainnya dalam seimuia 

aspeik dan meimbeiri contoh yang baik dalam peirilakui keidisiplinan. 

3) Balas jasa 

Gaji dan keiseijahteiraan anggota Polri di satuian keirja Yanma Polda 

Meitro Jaya suidah seisuiai deingan keintuian seihingga meinjadi seibuiah 

motivasi uintuik tidak meilanggar disiplin ataui peiratuiran yang teilah 

diteintuikan. 

4) Keiadilan 

Sidang disiplin anggota Polri di satuian keirja Yanma Polda Meitro 

Jaya teilah meingikuiti Peiratuiran Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik 
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Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2016 teintang Peinye ileisaian Peilanggaran 

Disiplin Anggota Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia i uintuik 

meimastikan keiadilan dan keibeinaran dalam meinye ileisaikan peirkara 

peilanggaan disiplin. 

5) Waskat 

Peingawasan meileikat meingeinai peineigakan disiplin anggota Polri di 

satu ian keirja Yanma Polda Meitro Jaya beikeirjasama deingan Bid 

Propam Polda Meitro Jaya agar seimuia peingawasan beirjalan deingan 

baik. 

6) Keiteigasan 

Keiteigasan keipala satuian keirja Yanma Polda Meitro Jaya dalam 

peineigakan disiplin suidah seijalan deingan prinsip hak asasi manuisia 

dan prinsip-prinsip huikuim yang beirlakui. Proseis peinye ilidikan dan 

peineigakan disiplin dilakuikan deingan proporsionalitas, keiseitaraan 

peirlakuian dan akuintabilitas. 

7) Hu ibuingan keimanuisiaan 

Hu ibuingan keimanuisian antara anggota Polri dan PNS polri di satuian 

keirja Yanma Polda Meitro Jaya suidah teirjalin deingan baik seiring kali 

teirlibat dalam keigiatan olah raga beirsama, apeil beirsama, bimbingan 

rohani meintal dan sarapan beirsama juiga diadakan deingan keigiatan-

keigiatan seipeirti ini meinjaga keibeirsamaan dan keiharmonisan antar 

anggota Polri dan PNS Polri 

b. Indikator peinghambat peineigakan disiplin anggota Polri di satuian keirja 

Yanma Polda Meitro Jaya, yaitui: 

1) Sanksi huikuiman 

Puituisan sidang disiplin anggota Polri di satuian keirja Yanma Polda 

Meitro Jaya meiruipakan proseis peingadilan inteirnal yang dilakuikan 

oleih satuian keirja Yanma Polda Meitro Jaya uintuik meinangani 
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peilanggaran disiplin anggota Polri. Pimpinan sidang disiplin Polri 

seiring meilihat sanksi disiplin seibagai cara uintuik meimuilihkan dan 

meimbina anggota Polri yang meilanggar buikan hanya meinghuikuim, 

peindeikatan ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan keiseimpatan keipada 

anggota Polri uintuik meimpeirbaiki diri dan meimpeirbaiki keisalahan 

meireika deimi keipeintingan oraganisasi. 

2. Strategi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro 

Jaya yaitu dengan memberikan sanksi hukuman yang tegas dan adil sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  tentang 

Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

B. Saran 

 Sanksi hukuman disiplin yang diberikan untuk anggota Polri haruslah 

seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, beberapa sanksi hukuman disiplin yang dapat 

diberikan kepada anggota Polri antara lain:  

1. Teguran lisan: sanksi ini diberikan sebagai peringatan pertama kepada 

anggota Polri yang melakukan pelanggaran ringan atau kesalahan 

administratif. 

2. Teguran tertulis: sanksi ini diberikan sebagai peringatan kedua kepada 

anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang lebih serius atau berulang. 

3. Penundaan kenaiakan pangkat: sanksi ini diberikan kepada jika anggota Polri 

melakukan pelanggaran disiplin yang cukup serius, kenaikan pangkat 

anggota Polri dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu. 

4. Penurunan pangkat: sanki ini diberikan jika anggota Polri melakukan 

pelanggaran yang serius, pangkat anggota Polri dapat ditunkan satu tingkat 

atau lebih rendah. 
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5. Pemberhentian sementara: sanksi ini dapat diberikan jika anggota Polri 

terlibat dalam penyidikan atau kasus hukum yang sedang berlangsung, 

anggota Polri dapat diberhentikan sementara hingga kasus tersebut selesai. 

6. Pemberhentian dengan tidak hormat: sanksi ini diberikan jika anggota Polri 

melakukan tindakan yang melanggar kode etik atau hukuman yang serius, 

pemberhentian dengan tidak hormat berarti anggota Polri kehilangan status 

sebagai anggota Polri dan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai 

anggota Polri. 

Sanksi hukuman disiplin yang tegas ini diberikan sebagai strategi penegakan 

disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya melaui proses 

sidang disiplin, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan memberikan efek jera agar 

anggota Polri tidak mengulangi pelanggaran dimasa depan. 
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